WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN DAERAH
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal &9
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengeluaran Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran
2017;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektir Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
gara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang
Pedoman Penerimaan dan Pegeluaran Negara pada Akhir Tahun

Anggaran;

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun

Anggaran 2017,

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

NGELUARAN DAERAH PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
4, Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
S. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

6. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang

terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

7. Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban Kota dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Kota Lhokseumawe yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Kota dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun

Kota Lhokseumawe.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRK
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah;

11. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang
bertenggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
ota Lhokseumawe;
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12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum

daerah;

13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan tugas bendahara umum daerah;

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang

dipimpinnya,;

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi perangkat daerah;

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut
PPTK adalah pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program

sesuai dengan bidang tugasnya,;

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat

mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja daerah;

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan APBK pada perangkat daerah;

19. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh  Walikota untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;

20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD
adalah rekening tempat penyimpan uang daerah yang ditentukan
oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah

dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral;

21. Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang
daerafi yang ditentukan oleh Walikota dan digunakan untuk
embayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya;
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27,

28,

29,

30.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan;

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain
yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari

DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,;

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan

sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang

telah dibelanjakan,;

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang

persediaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan;

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D

as beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;




31.

32.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya
disebut SPTJB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang
dibuat oleh PA/KPA atas transaksi belanja;

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pedoman

pelaksanaan pengeluaran daerah pada akhir Tahun Anggaran 2017.

(1)

(4)

Bagian Ketiga

Belanja Daerah
Pasal 3
Belanja Daerah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak

langsung.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang

terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa; dan
c. belanja modal.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. bunga;

c. subsidi;

\KX./hibah;



e. bantuan sosial;
f. belanja bagi hasil;
g. bantuan keuangan; dan

h. belanja tidak terduga.

Bagian ke Empat
Pengeluaran Daerah

Pasal 4

(1) Pengaturan batas waktu pengajuan SPM oleh SKPD ke BPKD

diatur sebagai berikut:

a. SPM-UP, SPM-GU dan SPM-TU harus sudah diterima BPKD
paling lambat tanggal 18 Desember 2017 pada jam kerja.

b. SMP-LS kontraktual yang pembuatan berita acara serah
terima, pembayaran per termin harus sudah diterima BPKD

paling lambat tanggal 18 Desember 2017 pada jam kerja.

c. SPM-LS non kontraktual harus sudah diterima BPKD paling
lambat tanggal 18 Desember 2017 pada jam kerja.

(2) Dalam hal BPKD melakukan penolakan atas pengajuan SPM
disebabkan karena adanya perbaikan SPM, SKPD dapat
mengajukan kembali perbaikan SPM pada hari kerja berikutnya

dan paling lambat tanggal 28 Desember 2017.
Pasal 5

(1) Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dilakukan paling lambat
tanggal 29 Desember 2017 pada jam kerja.

(2) Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi)

5% (lima per seratus) dari nilai kontrak, diatur sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pekerjaan harus selesai 100% (seratus per

seratus).

b. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun

Anggaran 2017 atau yang melampaui Tahun Anggaran 2017,
biaye& pemeliharaan dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran
q%: dengan dilampiri fotocopy jaminan pemeliharaan yang
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telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan

tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.

SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau
disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas

prestasi pekerjaan fisik.

(3) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, dengan ketentuan:

a.

diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau
perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi

kerugian/ surety bond.
nilai jaminan minimal sebesar jumlah tagihan; dan

masa berlaku jaminan berakhir minimal bersamaan dengan

masa pemeliharaan.

Pasal 6

(1) Pengajuan SPM-LS kontraktual ke BPKD yang berita acara serah

terimanya di atas tanggal 18 Desember 2017, wajib dilampiri:

a.

b.

C.

d.

Jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum
dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa
kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar
nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan
klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkhirnya

jaminan/garansi bank tersebut;

Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan
jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila
jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau asli tapi
palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi
wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya

menjadi tanggung jawab PPK.

Asli  surat kuasa (bermaterai cukup) dari Pihak
Ketiga/Rekanan kepada PPK untuk mencairkan

jaminan/garansi bank.

Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan

pekerjadn 100% (seratus per seratus) sampai dengan
€rakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan.



(2) Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud padaayat (1)
huruf a diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam
wilayah kerja SKPD bersangkutan dan bersifat mudah dicairkan

dan tidak bersyarat (underconditional)

(3) Nomor dan tanggal jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dicantumkan pada uraian SPM berkenaan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya ~memerintahkan
. pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam

Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

[2_NoyEmBER 2017 M
pada tanggal

24 SHAFAR 1439 H
- WALIKOTK L OKSEUMAWE/F
N

UAIDI YAHYA

. Diundangkan di Lhokseumawe
13 Novemper 2017 M
24 SHAFAR 1439 H

~g{SEKRETARIS DAERiKi
E,

pada tanggal

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR &4
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